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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak
moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan petistiwa
aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu
pengetahuan;

i penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepetluan pengajaran, kecuali
pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya saya dapat
menyelesaikan Buku Ajar Praktikum Perpajakan. Adapun tujuan dari pembuatan buku
ini adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa
Akuntansi dimana Pemerintah telah mengundangkan peraturan terbaru terkait dengan
Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Terbitnya PP 58 /2023 mencabut Pasal 2 ayat
(3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK
102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama
angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.03/2010. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pembaca yang
berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan menambah khasanah
ilmu pengetahuan.

Kami menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak,
dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, kami
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Kupang 05 Maret 2024

Deanita Sari
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BAB 1
PAJAK

PENGERTIAN PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),

pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas, antara lain dapat diketahui bahwa:

1.

pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi
maupun wajib pajak badan;

pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan
ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak
yang baik (https:/ /pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak);

wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang
dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara
tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang
dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan;

pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara
untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.
Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan
tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh
masyarakat.

Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu,

masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pemahaman tersebut antara lain sebagai
berikut:

AN

fungsi pajak

jenis pajak

jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia
asas pengenaan dan pemungutan pajak di Indonesia
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FUNGSI PAJAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya
di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan
negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Silahkan disimak berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan
untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan,
dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari
tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran
rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi
melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring
penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai
macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam
negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif
dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan
digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk
membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

JENIS PAJAK

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-
pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Sebagian besar dikelola
oleh Direktorat jendral Pajak Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini
kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti Pembangunan jalan,
Pembangunan sekolah, bantuan Kesehatan dan lain sebagainya. Segala
pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
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